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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara
Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah
menjatuhkan penetapan antara:

I tcrmpat tanggal lahir
. 29ama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang,
tempat kediaman di || G
I scbaga
Penggugat;

Melawan

I < pat tanggal lahir [ -o:ma
Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat
kediaman ci I
.
. «ota
Tangerang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Simalungun;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 9 Juli
2018, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun
dengan Register Nomor 480/Pdt.G/2018/PA.Sim., tanggal 9 Juli 2018, telah
mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagai berikut:
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1. Bahwa pada tanggal || NI rcnoougat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan [l kabupaten | sesuai

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: | I 2n002 N

Il scsaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak
sebagaimana tertera dalam Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal di rumah abang Penggugat di [JJJll selama 3 bulan, kemudian
pindah ke rumah kediaman bersama di || GGG sc-a 8
tahun;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah

dikaruniai 3 orang anak bernama:

a. . -«i-'aki, umur 8 tahun;

b. . perempuan, umur 3 tahun;

c. I perempuan, umur 1 tahun;

Ketiga anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak bulan Oktober 2017, Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat dengan alasan ingin merantau untuk bekerja namun sejak saat
itu Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

5. Bahwa sejak pergi, Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan
nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, Tergugat juga tidak ada
meninggalkan  harta maupun barang-barang yang dapat dijual untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dan
Tergugat;

6. Bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa
telah dibiarkan atau tidak diperdulikan oleh Tergugat sehingga penggugat
menderita lahir maupun bathin sehingga tidak rela serta tidak ingin lagi
melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat telah melanggar sighat taklik
talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada poin (2)
dan (4);
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8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak
Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu khuli Tergugat (G t<hadap
Penggugat (G Jcnoan membayar iwadl sebesar

Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat telah hadir menghadap sendiri (in person) di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar
hidup rukun lagi dan kembali membina rumah tangga, Penggugat menyatakan
telah hidup rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 9 Oktober 2018 di muka persidangan
Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatan cerainya yang telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register
480/Pdt.G/2018/PA. Sim tanggal 9 Juli 2018 dengan alasan telah berdamai
dengan Tergugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan telah dicatat dalam
berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan
dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana
diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan
Penggugat hadir dalam persidangan secara pribadi (inperson), sedangkan

Tergugat tidak hadir di persidangan;
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Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut
perkaranya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 jo. ketentuan
Pasal 271 ayat 1, oleh karenanya pencabutan perkara tersebut Majelis Hakim
berpendapat dapat dikabulkan sehingga tidak ada alasan lagi bagi Majelis
Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor:
480/Pdt.G/2018/PA.Sim dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
dalam buku register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp886.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018
Masehi bersamaan dengan tanggal 29 Muharam 1440 Hijriah oleh kami Zainal
Arifin, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Yulistia, S.H., M.Sy dan Syafrul, S.H.I.,
M.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu
juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dasma Purba, S.H.,
M.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;
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Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Yulistia, S.H., M.Sy. Zainal Arifin, S.Ag.

Hakim Anggota,

Syafrul, S.H.l., M.Sy. Panitera Pengganti,

Dasma Purba, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:
1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,00

2. Biaya Proses Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan Rp.795.000,00
4. Redaksi Rp. 5.000,00
5. Meterai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp.886.000,00

(delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
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